
1. Bc:dijfmglemcnlerin~ Ordonnantie 1934 (SlbL 1938 Nomor 86)
2. Ond.'l.I1g-w\dangDt1 Nomor 7 rahun 1955 lenung Pcngusulan Penindakan dan

Peradilan findak Pidana Ekonorm (Lembsran Negara rabun 1955 Nomor 27.
Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 801) ~nba&aimana telah beherapa kali
diubah dan terakhir !:ali dengan Undang·uodang Nomor 17 Tahun 1964
(Lembaran ~egara Rl Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembarsn Negara
Nomor 2692).

3. tJndang-undang Nomor 28 Tahun 1959 lcnlD.ngPembenrukan Daerah rlllgkat
n dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).

01. Und.lng-undang Xomor 25 Tahun 1992 tentang Perl<opl:rasim (Lembaran
Nc;gar;sR1Tahun 1992 Nomor 116,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502).

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 lentang Perseroan Tcrbatas (Lcmbaran
Neg;ua RJ Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587).

6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 rentang Usahll Kecil (Lembaran Ncgara
RT Tahun 1995 Nomor 74, Tarnbahnn Lembaran Negara Nomor 3611).

7. Undang-undang Nomor 22 Talmo 1999 tent.mg Pemerinrahan Daerah
(Lembaran Neg;u-a RJ Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839).

8. Undang-lIl1dang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan amara
Pemerintnh PII531 dan Daerah (Lcrnbaran Negara Rl Tahun 1999 NOnlor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

9. Undang-undaag Nomor 34 Tabun 2000 tcnLl1lg Pcrubahan Atas Ondang-undang
Nomor l8 Tabun 1997 tmtang Pajak Daerah dan Rctrlbusi Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tClltang Kewenangau Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi sebAgai D3~ Otenom (Lembaran Negare Rl Tahun
2000 Nomor 5-1, Tamballan L..cmbaranNegara Nomor 3952)

C. bahwa unluk mcmcnuhi maksud ICTSCbutdiatas, perlu diarur dan dltetapkan
dengan Pernruran Damlh Kola Palembang,

b. bahwa aehubungan dengan huruf a, pelsksanaan pemblnasn dan 131a e.1T01
pemnngutan retribusi dibu:lang pemberian izin !Wha perdag3llgpII Scb3fi1imana
diatur dengsn Kcputusan \Valikola Palembang Nomor 7l Tahlll1 2001 tentang
P~-nglIIUTillldan Retribusl Usah3 Pcmg;mgall, SC11(1dengan adanya penambahan
oblek pengaturan dan retribus! \\'ajib DJ&r Perusaaaen, perlu ditindak Innjuti
dengan penetapan Peraturan Daerah;

3. bahwa berdasarkan kerentuan P4U318 Peraruran Daerah KOla PaIcmb3n8 Nomor
22 Talmo 2000 ICIlUUlg Kewennngan Pemerintah KOla Palembang dalam upay"
memberikan pemhinllM Icm3d3P pelaku IIsaha perdsgangan dan meuingkatkan
pendspatan lISli d3crah (pAD) dibidang pendaftaran perusahaan dan pemberien
izin us.ma perdagansan perlu mengarur pembinaan dan t.1ta cara pcmunguian
reuibusinY3;

WALIKOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT 11JllAN YANG MAlL\ ESA

Pl£Ml3INAAN DAN R.r.I'IU BUSI wxrrn OAFTAR PERUSAHAAN
DAN IZIN USAHA PERDAGANGAN

TENTi\NG

NOMOR 2(, TAHUN 2002

PKRATURAN DAERAHKO'rA PALDIDA."I{G

Menimbang

....



1. DllCrM ndAWI KOlaPall:mbnng
2. Pemerintah Daerah adal"h Kcpala Daerah bcscna Perangka; Daerah Oroncm

yang lain scbagai Badan Eksel;ulif.
3. Kepnlil Daerah adalah \ValilcOIIlPalcmbang.
4. Wakil Kepala Daerah adalah \Vakil Walikota Palembang,
S. Selirct3ria DaCt3h adal311Scl-.r~l3risDaerah KOla Palemban&,
6. Dinas PerinduslTian dan Perdagangm adahh DilW Pcrindusll'ian dan

PcrdagangM KOla Palembang,
1. Kcpall\ Dinas adaL1h Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koia

Palcmbang,
R. Pcjabnl adalal\ pegawai yang dibeti rugal! lC1'tcnf\.1dibidang retribusi sesuai

dengan peraruran perundang-undangan yang berlaku,
9. Badan ad.dab sUillU bcntuk badan usaha ynng meliputi perseroan Icrhaw,

perseroan komandilcr, perseroan lainnya, badan USIIhamilik ncgara alau daerah
dengan nama dan bentu], apapun, persekuman, pco;umpulAn, firma kongs~
koperasi, yay.uan iltilU organis.1Si sejenis, lembaga, dmL1peruiun, benruk US3ha
tetap Ber13 badan usaha lainnya.

10. Daflar Perusahaan adalal; CI1131nn resmi yang diadak;m menunn atau berdassrkan
ketentuan peraturan perundang-undangan, mcmuat hal-hal ynng wtljib
did$rknn oleh selillp perusahaan dan disahkan oleh pcjnbRI yang berwenang
dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan,

It. Formulir pendaflaran perusahaan adalah daftar isian yang memuat data
perusahaan, diisi dan ditanda tangani ofeh pemllik atau pengunaslpcnangg.ug
jawab unlUkmcndapatkan Tanda Daftar Pcrusshaan emp).

12. Tanda Dafter Perusahaan yang sclanjutnya disingkat TOP dibmkan dan
disahkan pendaftarannY8 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kcpada
perusahaan.

Dalam Peraiuran Daerah ini yang dimsksud dengan :

Pasal 1

DAR 1

Kt:TI£N1lJANUMUM

PERATURA..'i DAERAH KOTA PALE.\IBA,"IG TENTA .."IG pE.\mlNAA.~ DAN
~lISI WA1IB DAFTAR PERtJSAHAAN DAN 1Z~ lJSi\IlA
PERDAGANGAN.

~IEMUTUSKAN

Dengan Porsetuj uan
DEWAN PRRWAKll..AN 1l.;\KYAT DAERAH KOTA PAl..~MJ3Ai"G

1L. Peraruran Pemerintah Nomor 66 Tahun 200] (cnllIng Retribusi D3Ct':1h
(Lernbaran Negara RJ Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Ncgara
Nomor 4139).

12. Keputusan Presiden Nomor 44 T3Ium 1999 Icnlllng Teknik Penyusunan
Peraruran Perundang-undangan dan Benmk Rancangan Undang-undang,
Rancangan Persmran Pemerintah dan Raneangan Kepurusan Presiden,

13 Peraturan Daerah KOI3 Palembang Nomor 22 Tahun 2000. lenlang Kewenangsn
Pemerintah Kota Palembang,

14. Peraturan Daerah Kola Palembang Nemer 2 T4hun 2()()1Icnlaug Pembentukan,
Kedudukan, Tugas Pokok, f'ungsi dan Saukmr OrganiSlUi Oinas Daerah,

15. Kepurusan Dewan I'envalJb.n Ral.yal Daerah KOla Patembang Nomor U Tahun
2002 tentang Persemjuen lemadap Rancangan Peraruran Daerah Kola
Palembang tentang Pernbinaan dan Retribusi Wajib Daibr Perusahaan dan lzin
Usaha Perctagangan.

~ tenetapkan
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13. Usaha adalah setiap tindakan, perbustan dan "egial:ln ap.1pun dalam hidang
pcrcl:onomian )'''3Dgdilakubn oleh setiap p..'1\gusah.'luntuk iujuan memperoleh
keunrungan dan atau 13ba

14. P<ngUs:sha adal:sh sctiap orang ateu badan yang menjalankan sesWI1IIJenis
perusahann,

15. Perusahaan adaJah seriap benruk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha,
bersifa; relap dan leTUSmenerus yang didlrikan, bcke1jll dan berkcdudukan dalam
Daernh unruk mcmpcroleh keuniungan dan atau laha,

16. An;!1: Perusahasn adalah perusabMn yang dimilikl seeara keseluruhan aInu
scbagilUl, dikendalikan dan diawasi oleh Perusahaan lain yang pada umumnya
memili"i seluruh atau sebagian sahamlmodal vang ditempstkan drui ana"
perusahaan tersebut,

11. Cabang Perusahaen ad31ah PcrusaIl:L1n yang mC1UpAk.munir alan bagian dari
perusahaan indukny., yang daP1I1 berkedudukan ditcmp;1I y:lng berlainan dan
dapAI bersif.1I bcTdiri sendiri atau bermgas unruk melaksanakan sebagian tugas
cilIri perusahaan induknya.

18. PClwakilan PCI'US3h.1.lnadnlnh Perusahaan yang bcrtinllllk mewakili kanror pusat
pMl3llhllan untuk melakukan SUlIIUkegiatan dall ateu pengurusannya ditenrukan
5CSWliwewenang yang diberiksn.

19. Perwakilan PC~W1 Yang Dinmjul.. adalah Perusahaan yang diberikan
kCI\'COangan bertinda" untu" rnewakili Kantor Pu.o;nr Pcrusahaan dan bukan
mcrupa.kan bagian cbri kantor pUSSI.

20. Perdllgangnn adal:sh kegiatan jual beli barang arau jasa yang dilakukan seear;,
terus menerus dengan lujuan pengalihsn hak atn~ haranll alan jasa dengan disel1l1i
ill1tll1lan:1I3U kompensasi.

21. Surai Izln UsBha Perdagangan yang selanjumya dl$lngkat SIUP adalah surnt izin
unlul: dap31 melaksanakan kcglaran usaha perdagangan,

22. Sumt PmninllW'l SrtJP ad31a.hformulir yang diisi olch perusahaan yang mernuat
dal.l perusahaan unruk mcmperoleh SrtJP Keeil, snJP Menengah dan SlUr
Bc:53f.

23. S£UP Kecil adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kebyun
bersih (neuo) seluruhnya umpai dengsn 200 JUI!!rupiah tidak IC1muuk IAnnh
dan hnnaunan tempat usahe.

24. SrtJP Mcnongah adalah usaha perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan
bersih (netto) seluruhny» dial3S 200 jura rupiah sampai deng;m 500 juta rupiah
licbk rermasuk tanah dan bangunan Icmpal US3h3.

25. SlUP Besar adalah usaha ptrdagangan dengm modal disetor dan kekaynan
bersih (aeuo) seluruhn)·.l di3l3S 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan
Icmpal usaha,

26. Pembinaan TOP dan SlUP lldalall kegistan ymg dilaksanakan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan dalam rangka peIIgtlwasan, pcncrtiban.
penyuluhan, pemanlalilln dan mengcvaluasi IInha perd.1gangan dnlam DaCf'all.

21. Rcrril)IJsiTDP dan alau SnIP ad31ah rcttibusi alas landa dafiar peruw\3an dan
al.3U iT-inusaha yang diJcrbilkan olch Pcmerinlah Daemh dengan mmganul
prinsip-prinsip komersi.:IL

28. Wajib Rctribmi adalah Usw Pcrorangan atau badan ylllg mmurul peraturan
perundang-undangan retribusi di\\ajibJ..an untuk melakukan pembs)aran
n:tnowi.

29. M3.~ relribusi adalab sua!U jangka waJ.1u Imenru yang mCl'Upakan balas wnklu
bagi wajib rclribusi 31118 pcmilikan Sural lzin U5al13Pm1iIgangan.

30. ~'ura! I'cndaftaran ObYllk Relnousi Dacra.h yang selAll,jutnya dapat disingkat
SPdORD, adaIah sural yang dlgunnl:lln ol~h wajib rctribllSi lUlruli mclaporkan
obyck rclribusi dan wlljib retribusi scbagai dssar pc11ihitungatl dan pcmbayll1'3n
rcttibusi yang tC1Ulangmcmurut pCT3lllranpcrundang-undangan RCInDUSiDaerah.

31. Surnl Kmtapan Rctribusi Daerah, yang sc1mjutnya dnpat disinglial SKRD,
ad:Jlah sural kcpUlUsan yang menenlUkan bc$amya jumlah retribu.,i yang
terutang.



(1) TDP 5cbagaimana dinHdlsud Pasru 4 aynl (1) Peraruron Daer.Ut ini berlal.-u
scl= 5 (lima)tahun dan wnjib diptltpanjang.

(2) STUP scbagaim8n3 dimaksud Pasal 4 ayar (2) Peralur.m Om.tIt in~ berlal.-u
sela.rna penlSahaan yang b.TIaJlgl.-ULlnmilSihmenjalankan kcgiJLln usahanya.

PasaiS

(1) Selillp J)C1'US&haanyang berkedudukan dan menjlliankan us3hJJ.nyadalarn I)aerah
termasuk di tblamnya Kantor Cab3ng. Perwakilan, Kantor Pembanru, Anak
PmlSaha:m, Kantor Kas dan Agc:n sma Perw.tkilan dari perusahaan yang
mempunyai weweoang mengadakan peljanjian, Ivajib mcili1J TDP.

(2) Setiap orang a.uu badan yang menyelenggarakan Wlaha perdagangm dalam
Dnerah wajib memiliki SIUP dari KepaJn Daerah mclalui Kepala Dinas.

(3) U53h1l perdagangan ubagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini termasuk juga
didalamnya Kmlor Cabang dan Perwakilan.

BABm
PENDAFT ARAN DAN PERlZINAN

Pasal4

Pencatata», arahan dan pedoman sebsgaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini
bertujuan unruk mcmperoleh lumber keterangan resmi sccara benar, meningkaikan
muru dan peran serta sCliap pcrusahaan dan atau pelaku usahe perdsgangsn dalam
Daerah,

Pasal3

(l) TDl' dimaksudkan ~ebagai pencatatan, arahan dan pedcmsn bagi setiap
pcrusahaanyang berkcdudukan dan menjnlllnklln USall3 dalam Daerah,

(2) SllJP dimoksudkan ~b3glli arahan, pedoman dan pembinaan bag; serlap
kegiatan usaha perdagangan dalam Daerah,

BABU
MAKSUD DAN TIJJlJAN

Pasall

32. SlIr.lt Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Aayar Tambahan untuk selanjutnya
dlsingkat SKRDKBT ,,£lalnh Surat Keputusan yllng menentukan tambahan JUS
jumlnh Rernbusi yang Iclnh ditetapkan.

33. Surat Ketetapnn Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkQl
SK.lUJLD adalah SUI011 Kepurusan yang menenrukan jumlnh kelebihan
pembayaran reuibusi karena jumlah kredil retnousi lebm besar dari retribusi
yang terutang atau tidak 5eharusnya tennang,

34. Surat T(\gilum Retribusi Daerah unruk selanjutnya disingkal STRD adalah sural
untuk melnkukan ragihan retribus! dan ainu Annksi admillislfasi berupa bunga
atau denda.

35. Sural Kepumsan Keberatan adalah sural keputusan aLlS keberatan rerhadap
SKRD ~Il dokurnen lain ymg dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB Yllnll
diajubn olch Wajib Retribusi.

36. Pemerlksaan adalah scrangk.1ian kegiatan unlUk rncneari, mengumpulkan, dan
mengelola data dan atau keterangan IlIinnya dalam rangka pengnwssan 1.C:P31uhan
pemenuhsn kewajib3n retribu.ql Dacrah berdaserkan perntursn perundang­
undnngllrt retribusi Daerah

37. Pcnyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang ddakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri SipiJ yang selanjulJlya
discbul Penyidik, unruk mencari sena mengumpulkan bukli ynng dengan bukti
ito membuat terang tindakan pidana dibidang Retribusi Daerah yang Icrjadi serta
menemukan Icrsanglolllya.



(I) Permohonan untuk mempcroleh TOP ilLlU SniP Knntru Pusat diJc:ngkapi
u.l~Jn 1l'4S)'MlIbnscb383i berif."U1.
:t A\1ad311c:apy A"I;I Pendirian Perusahaan;
b. DJI:I A"1.1 Pend irian P,"I'$CtOanj ang Ici;sh diketahui oleh Departemen

Kchakiman clan BAM,
c. AsUdan copy A1cta Perubahan Pendirian Perseroan (npabila ada);
d. Asli dJU copy Keputusan Pengesahan sebagai Badan Ilukum;
c. Copy Surm lzinTempat U!3ha (SITU);
r. Copy Nomor Fokok Wsjib P3j3k (NP\VP);
Go Copy Katlu Tanda Penduduk (KTP) aral! Parpor Direktur Utama atau

Penanggung Jawab;
h. Copy hillUsaha atau Surat KClcrang.anyang dipcrsamalan dengan iN yang

dilerbilkan o)ch Instans] yang berwenang,

L>a\81 11

Pemberian SJUP sebagaimana dimaksud P35314 Peraruran tlla3h IIIJ. terdin dari J
(Iiga) klasifihsi vaitu :
a. PC,"\,,,,,.III SlUT'Kccil,
h. Pcmbc:riJn SIUP Menenedh
~. Pcmberian SIL1' Besar,

PlWlI 10

3. Perseroan Terbatas (1''1')
It. Persckutuan Komanditer (C'V).
c. Persel.,tnl8n Firma (Fa).
d. KOJX.111Si.
e. Perusahaan Pernrangan
f. Benluk P~JU Lain.

Benluk dan jenis perusahilrulyang wajib memilik.iTOP adalah sebagai beril."UI•

(1) Dikccualikan dari kew2jiban memiliki TOP d.m SIUP adalnh perusahaan yang
berbeniuk P~ Jawa!3ll (pERJA.'l) dan P~1OI4lJ1 Kecil Perorangan
yang dikelola sendiri dengan mempekerjakan anBenl3 keluarga

(2) Ap3bila dil:ehcnl13ki oleh pengclolanya, PerusahaanKecil Perorantan d:lp:1I
juell dlberikan SIUP dan TOP.

Pa.'1aI8

Untuk memperoleh TOP dan SIUP pemohcn meneaJukan permohcnan kepada
Kcpala Daerah melalui KepaJa Dina, dengen mengisi formuUr yang lelllil disediakan
Dinas Perindustrisn dan Pcn!3gang;m.

PasaI7

TIJI' selambat-lambatnya dalam Jnn~1l wakiu 3 (tign) bulan t~rhitung lIejAkmlll"i
menjalnnkan keGia!sn usahanya 1V00jibdimiliki olch pemsahaan tersebut.

PIlSlII 6

s
(3) Untuk pengendalian dan pengawasan terhadap snJP sebagaimana dimaksud

ayat (2) pasal ini, pemeaang SIUP w~ib m~hlukm pendaftaran ulang setiap 5
(lima) tahun sekali terltitung dari tmggal SnJP ditetapkan,



Pcrubahan perusahaan adal3h perubahan yang mellputi perubahan nama perusahaan,
bentuk peru.sahaan, alamat kantor perusahaaa, nama pemiliklpenang&ungjawab
perusahaan, alamal pcmiliklpenanggungjawsb perusahaan, ~rpWP, modal dan
kekayaan bersih (neuo), bidang us3h:t danjenis baranl1ljasa dagangan utalrul.

Pa.saJ 14

PERUBAIIAN DAN PENCRAPlJSAN

BABrv

(I) flolUsahaan yang mcmperoleh TDP temyata <!alaln mcndaflru-kan ulklhanyn
tidak sesuai dengan data scsungguiUlya, Kepala Daerah melalu] Kcpala Dinas
dnp.'llmembstalkan mp·ny-,-

(2) Pembatalan sebagaimana dimllksud ayat (I) p:wl ini, dilakukan setelah
diketahui dan diperolch bukti bahwa perusahaan telah mendaftarkan dala
perusahaan secara tidal; benar

(3) Perusahaan yang telall rnempcreleh SIliP temyata mcnjalankan kegiaian us3h:t
);Ing tidal; sesuai dcng.an i71nusahanya, Kcpala Daerah mc!.11uiKepala nina~
dap~t membatalkan SruP·nYJ.

(4) Pembatalan sbagaill1ana dimaksud ayat (3) pasal ini, dilakukan setelah diketahui
dan diperoleh bukti bahwa perusahaan Iclall mCl\i31ankan kegiatan usahanya
y.lllg tidak sesuai dcngan izinnyll.

PusI1l13

(I) Dalam jangka WJI;ru IS (lima belas) hari l..CJjll lerhitung sejak t.lnwl
diterimanya permohonan yang 1I:l3hlengkap dan benar, DiIlIlS PcrindUSlrilllldan
Pcrdagangan menerbitkan '1'01' atsu SJUP.

(2) Terhadap permohonan yang belum memenuhl persysratan, Kcpals Din35 wajib
memberilAhukan secant 1~11uliJ kepada pemohon agru- melcngkapi
persyaratannya.

(3) ApabiJa saar pcnd.illanm dhemukan ~ian fonnultr lidal benar/tidal lengk3p
atau pendaftarannya tuuk syomarau bertentangan dmgan ketertiban umum allu
kC)lbil33ll, Kepala Din35 ,bpal mclaJruIwl penolakan terhadap pcrmohonan
IDP stau SruP rersebut dcngan rnenyebutkan illa~n·altl8annYll, selambat­
lambatnya 5 (lima) hnri ICI1IinUl(t sejak langsal fbrmulir diterima.

(~) Selamhlll-lnmllafnya 12 (dua belas) han kcrJn Icrhilung sl:jaJ.. ((1118&1'
dlterimanya penolakan, perusahaan wajib melakukan pernalkan dan melen&kaPi
persyaratan sesuai dengan al35an penolakan. Ap3bila balas wsktu Icrsebut
terlamp311i dan perusahaan belum melaksanakan keMljibanny3, rnaka
perusahaan \V3jib melalmw pendaftaran ulang sebag.UmaDa pendaftaran yang
barn

(2) Pennohonan unluk Kantor ClbJUlJ!, Kantor Pembantu <Ian Perwakilan
Pm1S3ha3Jl selain persyaratan scbagainwus dimaksud 3YJ[ (1) plISlll uu,
dilengkapi dengan Asli dan Copy Akta Pendirian Perusahaan dan SUI'IlI
Penunjukan atau SUI'\lI KUI,,'T3I\gan yang dipersnmakan dengan ilu sebagai
Kanter Cabnng, Kanter Pernbantu dan Perwakilan Perusahaan.

(3) Permohonnnunruk Kantor Agen dan Anak Pcrusahaandengan persY3I111.lll
di$e~lI.1ikan benruk pcrusah~nnny3.

i. 1'1IS photo Dircktur 2 (dua) lernbar ukuran 3x4 em (kecuali IDP).
J. KJulSUS unmk permohonan SruP melampirkan Neraca A\\aJ Perusahaan,

6



(J) Sctiap penerbitan TOP, srup dan Da.ftar Ulang dikenakan Rctribusi.
(2) BC1amya rctribusi TOP sebagaimana dimaksud 3)'31 (I) pasal ini, dilelapkan

sebagai berikln :
3• Perseroan Terbatas (PT) ..........•...............•.....•......... Rp, roo. 000,-
b. Persckutuan Komanditer (CV) Rp. 25. 000,-.
e. Persekutuan Firma (F") ..............................•.........•... Rp, 2S.000,-.
d. Kcperasi Rp, S.OOO,-.
c. Perusahaan Pcrorangan ................................•......•..... Rp. 10.000,-.
f. Bentuk Perusehaan Lain ...............•......•..................... Rp, 100.000,-.
g. Pcrusahaan ~ NegaralDacrah ..Rp. 50.000,-.
h. Perusahaan Asing ............•......................•................ Rp. 250.000,-.

Pasal 20

BAB VI

RETRIBUSI

Objek IDP dan SIUP ndalah selinp pelayarum pemberian TOP dan SlOP.

Pasal 19

(!) Subjek mp adalnh setiap pcrusahaan y3llgberkedudukan dan mcnjalankan
U8llhallYIl dalam Daerah.

(2) Subjck SfUP adalah setiap orang atau badan yang menyclenggarakan U83bA
perdagangan.

BAB V
SUBJEK OAi'( OBJEK

Pasal 18

Apabila mp dan 813U SlUP hilang JllIU rusnk sellingga tidek tcrnaea, Pengusaha
dapat nlcngajllkan permohonan TnP dan atau S(UP bani dengan dilengkapi Sural
Kcterangan Hilang dari Kepolisian dengan melarnpirkan TOP dan atau SIUP yang
rusaJi.

raslll 17

(1) SCliapperusahaan yang sudah ridak lagi mclaJ.llk3n kegiaran usahanya sclsnla 6
(onam) bulan berturut-turur 813U menurup perusahaannya wajih rnelaporkan
sccara tertulis kepada Kepala Dacrah melalui Kepsla Dlnas. sesuai dengan mp
atau SIUP yang diOlllikinya di~ai alasan penutupan dan mengembalikan 'mp
dan SlUP·nYiI.

(2) Kepala Daerah melalul Kepala Dinas mengeluarkan Kepurusan Penurupan
PCI\l.9tlhaallsebngaw,rull\ di.nlabud ayat (1) pasal inL

PnsaJ 16

Penghapusan mp atau SlUP terjadi apabila ;
a. Perubshan bcnmk Pcrusahaan.
b. Pembubaran Perusahaan,
c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya.
d. Perusahaan ICflIebul berhentl pada wakiu pendiriannya kadaluarsa a!.1U berakhir

dan tidal: diperpanjang, atau
c. Perusahaan terscbut dihentikan segala kegiataa usahanya berdasarkan Keputusan

Pengadilan Negeri yang mempunyai kckustan hukum yang tetap,

Pasal15



.\wa Retribusi TDP dan SJUP adal.1h j;mgka waktu yang abo ditetapkan oleh
Kepala Daerah,

BABlli
MASAREIRIBUSI DANSAATRETRIDUSI TERlIUTANG

Pasal27

RCIl'1'bIL,iyang terhutang dipungul dalam Daerah rernpat pc:13.y~3I1jasa dan fasilil3ll
diberikan.

DAD xr
WILA YAIl PEMUNGUTAN RETRlBUST

Pasal26

Penetapan retribusl pcndaf'taran dan pernblnaan izin perdagangan hanya dikenJlkan
I (sal\!) kali setiap pemberian TOP dan SnJP.

Pasal 25

Struklur bcsamya tarif rerribua] lemadap pelayanan srbagaimlll18 dimaksud Pll",,1J
PcrarunmDaerahini,ditetapkanberdasarkanjenis dan kWifwsi TOP dan SJUP.

DAD X
STRUKTUR DAN 131£St\RNYA TARIP RETRIDUSI

PlI.5a12-l

Prinsip dan S3S8ran dalam penetapan stnJJmlr dan besm\}'3 IlIrifretribusi didasnrkan
pnd.'\ntiWlll unlu}( memperoleh kcunlung.m )'llI1g Illyal scbagnimana keuntungan )'3118
pantu diterima oleh pc:nyclcnggarMn usaha perciaeanaan yang beropcrasi seeara
efisien dan berorientasi pada har~ p3S3r.

BAD IX
PRlNSTPDANS..\SARANDALMl PENETi\l~AN

STRUKTUH DANBESARNVA TARTTI REmmUSl
PIl~lIJ2J

Tingk;u pc:nsgUl\3anjasa diukur berdasarkan pc:lay3l\3.l\,jenis, klasifikasi dan jan~
waktu pc:nggWUlan fasilit.u yang diherikan Daerah,

DAD VITI
TOLOK UKURPENGUNAAN .1ASA

Panl22

Rcnibusi IDP dan SnJP digolongkal1 S(;bllgaiRetribusi J~<.!l (rSllh~.

BAD\'I
GOLONGA."l RETRIBUSI

Pasal21

(4) Setiap daflar ulang di}(enaktloretribusi sebesar SO% (lima puluh persen) dari
9cliap jcnis SlOP sebagaimana dimaksud apt (3) pas31 ini,

(3) BeAamya retribusi SIUP sebagaimana dimaksud l\y81 (1) pasal in1, ditetapkan
sebagai berikut :
I. SJUP Keeil Rp. SO. 000,-.
b. SnJP Mt'Il~ Rp. 100.000,-.
c. SJUP Besar Rp.200.000,-.
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(1) Pembay:mm retribusi yane terhuiang harus dilunasi sekaligus di muka,
(2) Untuk retribusi yang Ic:rhulang berdasarkan jangka wakru pemakaian,

pembayaran retribusi dilakukan selclah berakhirnya jan!!}:a mJ..1Upemakalan,
(3) Rctribusi yang terhutang dilunasi pada 8381 diterbitkannya SKRD aI.lu dokumen

loin yang dipersamakm.
(") Tata cara pembayaran, pen)'eloran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan

Kcputusan Kepala Daerah.

DABXvn
TATA CARA PEMBA YARM RETRIOUSI

Pasal33

(I) Dalam 1131Wajib Rctribusi tida]; membayar tCp31 p3da w31nmya olI.auI(wang
membayar, dikcnakan sanksi adminisfras] bcnIpft bunllll 2% (dun persen) setiap
buLln dari retribusi yang terhutang atau kurang diblyar Ibn dil.lgih dCIlgaJ\
menggunakan STRD.

(2) Or.lng ainu badan yang menyclenggarakan kegiatan perdagM~n dan
mclanggar Pasal LSPernruran Daersh ini, ItUIkaekan dikenakan sanksi berupa
peneabutan lzin-izin yang ada serta membekukanrrnelsrang operasional US:m3
perdagangan yang beroangkulan.

DADXVl
SANKS I i\D:\UNJSTRAST

PasaI32

(1) Pmlungutan rClribusilid.,k dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungul dengan menB8unakJlll SKRD atsu dokumen bin yang

dipersamakan,

DAR XV
TATA CA.RA PE~NCrrrAN RETRLBUSI

Pasnl31

(I) Dcrdas;vJ,;,mSPdORD lICbag,limanadimaksud Paul 29 Penlturan Daerah ini.
diterapkan retribusi Ierflutlng dengan menerbitkan SKRD arau dokumcn
lainnya )'lUlgdipersatn;lkl!n.

(2) Bemuk, isi Ibn 1313 cam penerbil3Jl SKRD alau dokumen lam yang
dipcrsamakan sebagaimana dimaksud ayal (1) pml illl, ditetapkan olch Kcpnln
Daerah,

DA8XlV
PENETAPAN RETRIDUSl

Pasal30

(1) W3jib Rctribusi wlIjib meugisi SPdORD.
(2) SPdOR)) sebagaimana dimaksud ny.:J1 (I) pasal tni, 11I1Ill5 diisi dengan jelas,

benar dan lenglap serta dilandll tangani olch WaJib Retribusi atau kuasanya,
(3) Bentuk, isi, serta tata C3t'3 pengisian dan pcnyamp3i;m SPdORD sebagaimana

dimaksud ayal (1) pasal ini, dilclopkan oleh Kcpllia Daerah,

DAllXm
SURAT l'ENDAFTARAN

Pasal29

Saar retribusi lerulang adalilh pada s.Lll dilclapkannya SKRD atau dokumen lain y.mg
dipersamakan.

Pasnl28
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(1) Alas kelebihan pembayarar; retribusi, Wajib Retribuel dspat mengajukan
permohonan pcngembalian kepada Kepala Daerah,

(2) KCJla13 Daerah dJlI1ll11j~ngka wakru 6 (enam) bulan sejaJ.: diterimanya
pcrrnohonan kelcbihan pembayaran retribus] sebagaimana dimaksud 3)"31 (I)
pasal ini, hRru~memberikan kepurusan,

(3) ."p.lhiJajangka waktu sebagairnana dimaksud ayat (2) pasaJ ini, lelah dilampaui
dan Kepala Daerah tidak memberikan suam kCpU!US3n..permohonan
pcngembalian kelebihan retribusi dianggap dibbulkan dan SKRDLB hams
direrbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (sal\!) bulan.

BABXX
PEN~,ffiAL(AN KELF.BITiAN Pf.MRA YARAN RETRIBUSl

Pasal37

(1) Kepala Daerah dalam jnngl;.:lwaktu paling lama 6 (enam) bulan sejak lanasa)
8uI"31Keberatan diierima harus rnemberi keputusan alas keberatan yang
diajukan,

(2) Keputusan KI1j)3I~Daerah alas keberatan dapa! berupa menerima scluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menarnbah besamya retribusi yang tcrhutang,

(3) ,\pabUajangkll waktu sebagaimana dimllbud nyat (1) pasal ini, Iclah lewat dan
Kepaln Dacntb tidak memberikaa suetu kCPUIIlsaD,keberatan yang diajukan
LCTSChuld1anwp dikabulkan.

PIllJal36

(1) Wajib Rctribusi dapal mcngajukan keberaran kcpada Kepala DaL'r.I11 atau
pejabal yan~ dinllyuk aiM SKRD 011811 dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDTCBTdan SKRDLD.

(2) Kcberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan di~rl3i
alasan-nlasen ynngjola.,.

(3) Dalam h.:11Wajib Retribusi mengajukan keberaran aias ketetapan \Vajib
Retribus], Wnjib RClribusi harus dhpsl membuktikan kl:lidak benaran keretspan
retribusi tersebut,

(4) Keberatan hams di.ajukandalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sojak
SKlW Rlnu dckumen lain yang dipersarnakaa, SKRDKBT dan SKRDLB
dilurililknn. kecuali apabila W3jib Rctribusi tertentu dapat menunjukkan bahw:.
jangka waktu itu tidal: dapat dipenuhi li;IfCDakeadaan di IU3f kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhl persyaratau sebagaimana dlmak.sud 3yal (2)
dan :syal (3) pass! mi, tid:a" dianggap Rcbagni surn: kebernmn, sehingg" ridak
dlpcrtlmbangklll1..

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewsjiban membay3f relribusi dan
pelaksanaan penagihnn retribusi

RASXLX
KEBERA TAN ATAS PF.NF.TAPAN RETRml)Sr

Pll.S1l135

(I) Retribusl rerhurang berdasarkan SKRD arau dokumen lain yang
dipersamakan, SKRPTCBT. STRD. dan Sural Keputusan Keberaian yang
menyebabkan jumlah rctribusi yang barus dibayar bertambah, yang lidak atau
kurang dibayar oleh WAjib Retribusi dAllal dil3g,ih melalui B~da1\ Urusan
Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

(2) Penagihan retribusi mclalui DUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

BABXvrn
TATA CARA PENAGIHAN RETRIDUSI

PIlS.'I134
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(1) H.lk unruk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa serelah melampaui ja.ngka
waktu 3 (riga) tahun Icrhirung scja" sanl terhutangnya retribus~ kccU3li apabila
mela!..'Ulcantindak pidana di bidang retribusi,

(2) K..1cL1IU11tsapenagihnn retribusi sebagaimana dimnksud ayal (J) pasal ini
tertangguh epabila:

dlterbltkannya surst tcguran; 313U
- ada pengakuan hutang retribusi dati \Vajib Retribusi balk 1;IJ1~ungmaupun

ridak langsung,

BABxxn
KADALUARSAPENAClHAN REmIDUSI

PIISlI141

(1) Kcpala Daerah dapat memberikan pengurangaa, keringanan dan pembebasan
retribus].

(2) Pemberian pengu.rangan, keringan.an dan pembebasan retribusi sebagaimaaa
dimaksud ayal (1) pasa! ini, dcngan memperhatikan kernampuan \Vltiib
Retribusi,

(3) Tala C.:Il'3 pengurangan, keringanan den pembebasan retribusi ditctapkan oleb
Kepala Daerah,

BAl3XXl
PENGURANGAN. KERIl'\CA."lAN Ok'\!

PEMBKBASAN RETIUDusr
PII"I1I40

(I) Pengernbalian kclobihiln retribusi dllakukan dengan menerbitkan Sural Perinrah
Membaynr Kelebihan Retribusi,

(2) Apabila kelebihan pembayaran rctrlbusi cliperhilungkandtn~ UI.tIl&retribusi
lainnya, ICbagaim3rul dimak.wd Paul 37 11)'31 (I) Peraruran Daerah iru,
pembayaran dilal.'Ukan dengan C1Ir.I pemlndahbukuzn dan bukti
pemindnllbukuanju&3 berlaku sehae~i bukli pembayaran.

(1) Permobonan pengemb:djan kelebihan pembayaran rtlnDmi di:1jukan secara
lC11uliskepada Kepala Daerah dengan sckurang-kurangnya menyebutkan:
- nama dan slama t wnjib relribu~i
- masa retribusi
- besamya kelebihan pembayaran
- illa~n yang Singk31 daa jelas,

(2) Pmnohonnn pengcmbalian kelebihan pernbayaran retribusi disampaikan
langsung 818U melalui JlOli tercatat,

(3) Bukti jle11erim3llJl oluh pejabat Deerah 313U bukti pcngiriman pes rercatat
merupakan bukti 53al permohonan dlu,..rims oleh Kepala Daerah

PILul39

Pasnl38

II

(4) Apnbiln W"jib Retrlbusi mempunyai hULlng relribusi Iainnya kelebihnn
pembayaran retribus] sc:bagaimana dimaksud "yal (I) pasa1 ini, langsung
dlperhitungkan umuk mehmasi terlebih <lahuluhutang retribusi tersebut,

(S) Pengembalian kclebihlll1 pembayaran retribusi sehagaiman3 dimaksud 3Y31 (I)
paSliI inl, dilalmklln dalam jangka wakru paling 1.:11'0:12 (dun) bulan sejak
diterhitkan-nya SKRDLD_

(6) Apabil .. pc:ngembalion pembayarsn retribosi dilakukan selclnll lewat jangi:a
IVakru 2 (du:!) bulan, K~a13 Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2Do
(dUll JlCI~) sebulan alas kCllJl'Wnbaran pembaysran l..elcbibllll retribusi
tersebiu.



a. menerima. mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan alau
laporan berkenaan dengan tindak pfdana dlbidang Rel1lbusl Daerah
agar keterangan atau faporan lorsebut monjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, meocari dan mengurnpulkanke~ rnengenai orang pribadi
atau badan tenang kebenaran pel'bualan yang diIakukan sehubungan
dengan linda!< pidana Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan buktl dar! orang pribadl atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dlbidang Retribusi Daerah;

d. momeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pldana dlbldang Retrlbusi Daerah;

6. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktl
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen fain, serta
melakukan penyitaan terhadap bahan buktl tersebut;

1. memlnta bantuan tenaga ahU dalarn rongka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pldana dlbldang Retribusl Daerah;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa
sebagaimana dimaksud huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tlndak pidana RelTibusi
Daerah;

(1) Pejabat Penyldlk PegaVial Negeri Slpll (PPNS) dl lingkungan
Pemerintah Daerah dlberi wewonang khusus sebagai Penyldlk unt~k
melakukan penyidlkan tlndak pldana dfbidang Retrlbusi Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pldana
yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagal dlmaksud ayat (1) pasaJ ini adalah :

BABXXV
PF.NYIOIKAN

Pasal44

BABXXIY
KT.TF.NTUAN PlDANA

Pa.sa143

(I) Pel:!ngg:!ran atas ketenman dalam Peraruran~, In~ dlllllCnlOpidllllll Imnll\1fl!1
selilJTl3-laman)"lJ6(cnam) buLm atru danda selxul}'lIk-b.V\ynlaIYB Rp. S.()OO.OOO.- (Uma
juta rupiah).

(2) Wajib ce1ribll$i ynng ticW: mcb~iln k.cwajibMnya r.:hilllll1,a merugiken k¢uangas\
Deerah diana"n pid3na 1·:t.tl'\IJI~p:ding lama ($ ( c:rwn) bulan al.111demu p.llingbanyak
4 (etnJl<lt) kaUjul1lJab rctribusi tcnllMg.

(3) Tind.,k pidana sebagaimana dimaksud ayat (I) dan nyllt (2) pMnl ini adAlnh
pelanggaran,

(1) Pembayaran rctribusi dibayarkan langsung kepada Bendahara Khusus Penerima
Dinas Dnerah, atsn pctugas yang ditunjuk.

(2) Selambat-lambamva I x 24 jam !f~lIdah penerimaan 8CJnUJI hasil pungutan
rctribusi yang dilakukan oleh Din01S Daerah melalui Bendahara Khusus
Pcnerima hams sudah menyerorksnnya ke Hank Sumatera Selalan Cabang
Kota Palembang,

BABXA"UI
TATA CARA PKNYETORAN RKTIUBUS[

{'asal 42
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Ditetapkan dl Palembang
~=::s.:'nggal 5 Juri 2002

PeraturanDaerehInl mulaiberlakupada tanggaldiundangken.

Agar supeya setlaporang dapst mangetahulnyamemerintahkan
pengundangan Peraturan Oaerah in; dengan ponompatannya dalam
LembarenDaerehKolaPalombang.

Pasal47

(1) Dlnas Perindustrian dan Perdagangen sebagai Instansi teknis
polaksanaPeraturenDaerahIni.

(2) DinasPendapatnnDaorahKola PalembangmerupakanKoordlnator
pungulanRetribuslDaorah.

(3) Hal-hat yang belum diatur dalam Kepulusan lnl, sepanjang
mengenaipelaksanaannyaakanditetapkan leblh lanjut oleh Kepala
Daerah

Dengan dlberiakukannya Poraturan Daetah Inl, maka Keputusan
Wallkota PalembangNomor 71 Tahun 2001 tentang PengaturanOiln
RetribuslUsahaPerdagangen,dicabutdandinYiltilkantidakbertaku.

Pasal46

BABXXVl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal45

(3) Pcnyidik sebagalmanadlmaksudayat (1) pasal ini, memberitahukan
dlmulalnya penyidikan dan menyampalkanhasll penyldlkannya
kepadaPenuntutUmum.sesual denganketentuanyangdialtlr dalam
Undang-undangHukumAcaraPidanayang borl:lku.
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I. memanggfl orang untuk didengar kelerangannyadan dlperfksa
sebagailersangkasanks]:

j. menghentlkanpenyidikan;
k. melakukantindakan lain Yilngperlu unluk kelancaranpenyidlkan

tindak pldanadlbldeng Retrlbusl DaerahmenuM hukum yang
dapatdlpertanggungJawabkan.




